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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi
dalam  Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah  Konstitusi Nomor
02/MKMK/L/11/2023, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode
etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Hakim konstitusi sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip independensi dan
imparsialitas dalam menjalankan fungsi yudisialnya guna menjaga kepercayaan
publik terhadap lembaga peradilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tindakan
hakim yang dinilai melanggar prinsip-prinsip tersebut sehingga memunculkan
persoalan serius terkait integritas dan pengawasan etik hakim konstitusi. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etik hakim konstitusi dalam
putusan MKMK.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MKMK, serta bahan
hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis data
dilakukan secara kualitatif normatif dengan mengaitkan temuan penelitian pada
prinsip independensi dan imparsialitas dalam Bangalore Principles serta konsep
amanah dan keadilan dalam Siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan. bahwa dalam Putusan MKMK Nomor
02/MKMK/L/11/2023 terdapat pelanggaran berat terhadap prinsip independensi
dan imparsialitas hakim konstitusi, terutama terkait konflik kepentingan dan
kegagalan menjaga jarak dari pengaruh eksternal. Dari perspektif Siyasah
Dusturiyah, pelanggaran etik tersebut mencerminkan pengabaian terhadap prinsip
amanah dan keadilan yang seharusnya melekat pada pemegang kekuasaan
kehakiman. Olehkarena itu, penguatan pengawasan etik hakim konstitusi menjadi
kebutuhan ymendesak guna menjaga ,marwah , Mahkamah Konstitusi dan
menegakkan keadilan dalam sistem ketatanegaraan.

Kata Kunci : PelanggaranEtik; Hakim Konstitusi, MKMK



ABSTRACT

This study examines the ethical violations and behavior of constitutional
judges in the Constitutional Court's Honorary Council Decision Number
02/MKMK/L/II/2023, specifically regarding the alleged violation of the code of
ethics by Constitutional Justice Anwar Usman. Constitutional justices, as judicial
authorities, are required to uphold the principles of independence and impartiality
in carrying out their judicial functions to maintain public trust in the judiciary.
However, in practice, some judges' actions are deemed to violate these principles,
raising serious issues related to the integrity and ethical oversight of constitutional
justices. This study aims to analyze the forms of ethical violations committed by
constitutional justices in the Constitutional Court's Honorary Council decisions.

This study uses a normative juridical research method with a statutory and
conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials
in the form of laws and regulations and Constitutional Court decisions, as well as
secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant scientific
works. Data analysis was conducted qualitatively and normatively, linking the
research findings to the principles of independence and impartiality in the
Bangalore Principles and the concepts of trust and justice in the Siyasah
Dusturiyah (Ethical and Judicial Review).

The results indicate that in the MKMK Decision Number
02/MKMK/L/II/2023, there were serious violations of the principles of
independence and impartiality by constitutional judges, particularly related to
conflicts of interest and failure to maintain distance from external influences. From
the Siyasah Dusturiyah perspective, these ethical violations reflect a disregard for
the principles of trust and justice that should be inherent in holders of judicial
power. Therefore, strengthening ethical oversight of constitutional judges is an
urgent need to maintain the dignity of the Constitutional Court and uphold justice
in the state system.

Keywords: Ethical Violations, Constitutional Judges, MKMK
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
| Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan
< Ba* B be
< Ta‘ T te
& Sa* S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
T Ha: H ha(dengan titik dibawah)
z Kha° Kh ka dan ha
2 Dal D de
3 Zal 7 ze (dengan titik di atas)
B Ra‘ R er
D Zai Z zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)




Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
- Dad D de (dengan titik di
bawah)
L Ta T te (dengan titik di bawah)
5 Za: 7 zet (?)ZC\?;B titik di
d “Ain ‘ koma terbalik di atas
¢ Gain G ge
- Fa‘ 8 of
3 Qaf Q qi
d Kaf K ka
J Lam L el
e Mim M em
O Nun N _en
S Waw w W
° Ha‘ H ha
e Hamzah ‘ apostrof
¢ Ya Y ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syahadah

C.

ditulis

muta’addidah

ditulis

‘iddah

Xi




C. Ta® Marbuitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ditulis

hikmah

95
5 \
©
v
\

ditulis

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

BRENEEES

ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

hall B8 ditulis Zakah al-Figri
D. Vokal Pendek
L. i oy Fathah ditulis a
2. - imm—— Kasrah ditulis i
3. 2 .
e mm—— Dammah ditulis u

Xii




E. Vokal Panjang

I1.

Fathah + alif Ditulis a
Oles! Ditulis Istihsan
Fathah + ya’ mati Ditulis a
&T Ditulis Unsa
Kasrah +ya’ mati | Ditulis 1
skl Ditulis al- ‘Alwani
Dammah + wawu mati| Ditulis a
pske Ditulis ‘Uliim
Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis al
ad e Ditulis Gairihim
Fathah + wawu mati | Ditulis au
L Ditulis Qaul

Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof
all Ditulis a’antum
e Ditulis u’iddat
A5 8% cal Ditulis la’in syakartum
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III.  Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyah

oAl Ditulis Al-Qur’an

ol Ditulis al-Qiyas

3

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /

(el)nya.

AL ) Ditulis ar-Risalah

&Ll Ditulis an-Nisa’

IV.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Il Jal Ditulis Ahl ar-Ra’yi

aaudl Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

F. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat,
zakat dan secbagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh
Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim konstitusi merupakan salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum
dan keadilan. Hakim memiliki prinsip-prinsip pokok, yaitu prinsip
independensi dan prinsip ketidakberpihakan.! Independensi melekat sangat
dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan
keputusan atas setiap perkara. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan adalah
prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim, mencakup sikap netral,
menjaga yang sama dengan semua pihak yang terkait, dan tidak
mengutamakan salah satu pithak manapun, disertai penghayatan yang
mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan
perkara. Sama seperti prinsip independensi, prinsip ketidakperpihakan
harus melekat “dan ' tercermin -dalam" setiap “tahapan proses berperkara
sehingga keputusannya dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum
yang adil bagi semua pihak ‘yang berperkara maupun masyarakat luas pada

umumnya.?

! Mustafa Wildan Sayuti, Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia
(Jakarta: Arloka, 2023), hlm. 6.

2 Jimly Asshidigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
hlm. 136.



Dalam menjalankan tugas, para profesi hukum diharuskan untuk
mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesinya masing-masing.
Tanggung jawab profesi dalam praktiknya mencakup aspek tanggung jawab
hukum dan moral. Seseorang yang bertugas atau berprofesi dalam bidang
hukum pada dasarnya memang diwajibkan untuk menegakkan keadilan dan
kebenaran serta selalu bertindak secara adil tanpa melakukan diskriminasi
terhadap siapapun. Hukum dalam hal ini tidak hanya menjadi kumpulan
pasal mati dalam peraturan perundang-undangan, melainkan telah
dihidupkan oleh interpretator yang aktif atau seorang hakim.®

Hakim sebagai pilar utama bagi masyarakat yang mencari keadilan
dalam proses peradilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang
menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim diharapkan dapat
memberikan keadilan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan.*
Tentunya hakim dihadapkan oleh tanggung jawab yang benar terhadap hal
tersebut. Tidak heran jika seorang hakim dalam melaksanakan dan
menyelesaikan tugasnya. memegang tanggung, jawab, yang besar dalam
memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Proses ini diawasi secara
internal maupun eksternal oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi
Yudisial. Kedua lembaga tersebut lahir dengan tujuan agar hakim selalu

bersikap jujur, berintegritas, dan tanggung jawab, baik dalam menangani

3 Farhan, R.F., dkk, “Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan menurut Prespektif Etika
Plato,” Praxis : Jurnal Filsafat Terapan, (2023), him. 1-25.

4 Diya Ul Akmal dan Dea Linta Arlianti, “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional
Warga Negara dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,”
Mulawarman Law Review 7, No. 1 (30 Juni, 2022), him. 49-70.



perkara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika
seorang hakim melanggar kode etik profesi, maka akan diberikan sanksi
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam Pasal 19 Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menjelaskan bahwa
terdapat tiga jenis sanksi untuk hakim yang terbukti telah melakukan
pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat."

Kode etik adalah tatanan moral yang dibuat oleh suatu kelompok profesi
tertentu khusus bagi para anggotanya. Perintah ini mengikat secara internal
bagi para anggotanya. Ini berisi larangan moral profesional. Pelanggaran
terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi oleh organisasi profesi setelah
melalui persidangan yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut. Kode etik
dimaksudkan sebagai acuan pengendali moral atau semacam pengawasan
perilaku yang sanksinya lebih terkonsentrasi secara psikologis dan
institusional. Pelaku profesional yang melakukan pelanggaran, selain dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, juga dapat dipertanggung jawabkan secara moral
berdasarkan kode etik profesinya. Pelanggaran kode-etik tersebut dengan
pelanggaran etika bagi hakim konstitusi terjadi saat hakim konstitusi
melanggar asas kode etik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pelaksanaan Penetapan Kode Etik
dan Perilaku Hakim Konstitusi, di mana peraturan ini menetapkan kode etik

dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia. Adapun teori dan aliran yang

5 Wildan S.M., Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1.



berkembang dalam studi tentang etika sebagaimana dijelaskan oleh Jimly
Asshiddigie®, misalnya konsekuensialisme (consquentialism), yaitu aliran
yang mengembangkan teori-teori moral yang berpendapat bahwa akibat-
akibat perbuatan yang dilakukan seseorang menjadi sebab dianggap benar
bagi timbulnya penilaian tentang tindakan moral yang terjadi. Deontologis
(deontological ethics) yaitu suatu pendekatan yang bersifat rule-driven,
yang menilai moralitas dari suatu tindakan didasarkan tindakan yang
ditentukan oleh aturan yang menjadi rujukan.’ Pelanggaran terhadap etika
hakim konstitusi dapat diberikan sanksi, seperti pemberhentian dari
jabatannya sebagai hakim konstitusi, untuk melaksanakan Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan
Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, hakim konstitusi harus
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan
dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum yang sah dan demokratis
demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Banyak kasus yang terjadi mengenai hakim yang dilaporkan karena telah
melanggar kode etik. Salah satunya Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar
Usman, ada beberapa yang menyebabkan diturunkannya Anwar Usman
selaku Ketua Mahkamah Konstitusi -yang selanjutnya disebut MK, yang

telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan

hlm. 44.

® Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

7 Setiya Widayaka dkk., “Deontologi vs. Konsekuensialisme: Pandangan Filosofis dalam

Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia,” Jurnal Hukum Tora, Vol. 10, No. 3 (2024), hlm. 652.



perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang
selanjutnya disebut MKMK menggelar sidang perdana soal laporan dugaan
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada
ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dalam sidang dengan agenda
pemeriksaan pendahuluan ini, MKMK menghadirkan empat pelapor yaitu,
Danny indrayana, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, LBH Yusuf, dan
perwakilan 15 guru besar atau akademis.® Alasan 15 akademis melaporkan
Anwar Usman adalah karena diduga mempunyai konflik kepentingan,
mereka menilai putusan MK beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan
undang-undang, kemudian ketua MK Anwar Usman juga dinilai melanggar
prinsip kecakapan dan keseksamaan karena tidak menjalankan fungsi
kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan hukum secara
sebagaimana mestinya.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar Usman
melanggar beberapa prinsip kode etik yang mengakibatkan dilakukannya
pemberhentian sebagai ketua MK, yaitu antara lain :

a:" Tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan ‘dan pengambilan
keputusan perkara yang berkonflik kepentingan, sehingga melanggar
prinsip ketidakberpihakan dan integritas

b. Tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara

optimal sebagai ketua MK, dengan menjaga dan memelihara agar tidak

8 Aprianus Doni Tolok, “Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman yang Diungkap Denny
Indrayana di Sidang MKMK,” https://kabar24.bisnis.com/read/20231103/16/1710795/dugaan-

pelanggaran-etik-anwar-usman-yangdiungkap-denny-indrayana-di-sidang-mkmk, diakses pada 25
Mei 2025.



https://kabar24.bisnis.com/read/20231103/16/1710795/dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman-yangdiungkap-denny-indrayana-di-sidang-mkmk
https://kabar24.bisnis.com/read/20231103/16/1710795/dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman-yangdiungkap-denny-indrayana-di-sidang-mkmk

terjadi tindakan atau kelalaian profesional, menjaga dan memelihra
integritas profesi.

c. Membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan
putusan, melanggar prinsip independensi

d. Memberikan ceramah yang berkaitan dengan perkara yang sedang

ditangani, sehingga melanggar prinsip ketidakberpihakan

Karena pelanggaran berat ini, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian
Anwar Usman dari jabatan ketua MK, namun tidak memberhentikan dia

sebagai hakim konstitusi.

Untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik ini, MK telah
membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk
memeriksa laporan-laporan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2024
tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Secara ringkas
Peraturan; MK Nomior', 111 [Tahun| 2024 'merupakan peraturan internal
Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang pembentukan, tugas, dan tata
kerja Majelis Kehormatan: Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
pengawas etik hakim konstitusi, dengan tujuan menjaga kehormatan dan
integritas lembaga MK secara keseluruhan. MKMK merupakan lembaga
yang berwenang untuk menilai dan menjatuhkan sanksi terhadap hakim
konstitusi yang melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang
tertuang dalam Sapta Karsa Hutama. Sapta Karsa Hutama merupakan

pedoman etika dan perilaku hakim konstitusi yang mengandung tujuh



prinsip, yaitu prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas,
kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan.®
Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh
Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakan kehormatan,
keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi. Dewan Etik Hakim
Konstitusi memberikan teguran kepada hakim yang di duga melakukan
pelanggaran, atas usul Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan
mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau yang di duga melakukan
pelanggaran etik yang cukup berat. Dewan etik tidak memiliki dasar hukum
yang kuat, karena keberadaannya tidak berdasarkan perintah undang-
undang, melainkan dibentuk melalui peraturan mahkamah konstitusi oleh
mahkamah Kkonstitusi.’® Seperti yang telah di amanatkan dalam Putusan
Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023
menyimpulkan bahwa selain diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua
MK, Anwar Usman juga dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan
kembali_sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya
sebagai’ Hakim Konstitusi berakhir. “Selain itu, Anwar Usman tidak
diperbolehkan terlibat dalam pemeriksaan atau pengambilan keputusan

dalam perkara terkait perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil

% Karina Azka Tridewi dan Mohammad Haikal Darmawan, “Analisis Pelanggaran Kode
Etik Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Masa Awal Pemilu 2024, Jurnal
Hukum dan Etika Komunikasi (2024), hlm. 2.

10 Manembu, Ringkuangan, and Mandey, “Penegakan Hukum Terhadap Hakim yang
Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009.”



Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Selain memberikan sanksi kepada Anwar Usman, putusan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 juga
mengatur tindak lanjut terkait kekosongan jabatan Ketua Mahkamah
Konstitusi setelah keluarnya putusan tersebut. Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi diperintahkan untuk memimpin pemilihan pimpinan baru sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2x24 jam setelah
putusan ini dibacakan.!!

Pemilihan judul penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi menjaga
marwah dan integritas kekuasaan kehakiman, khususnya pada lembaga
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of
constitution). Namun, munculnya dugaan dan terbuktinya pelanggaran etik
hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam PutusN Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023. menunjukkan bahwa
pengawasan ctik terhadap hakim konstitusi ‘merupakan isu yang sangat
krusial. Putusan tersebut tidak hanya berdampak pada individu hakim yang
bersangkutan, tetapi juga mempengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik

terhadap lembaga peradilan konstitusi secara kesulurahan.

11 Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, “Putusan Majlis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/MKMK/L/11/2023,” Putusan, 2023, 1-385



Penelitian ini penting karena, secara normatif, hakim konstitusi terikat
pada prinsip independensi, imparsialitas, integritas, dan kepatutan
sebagaimana tertuang dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Pelanggaran terhadap prinsip tersebut berpotensi mencederai asas peradilan
yang adil dan bebas dari konflik kepentingan. Secara teoritis,kajian
mengenai pengawasan hakim konstitusi masih jarang dianalisis secara
mendalam menggunakan perspektif siyasah dusturiyah khususnya dalam
ruang lingkup al-sulthah al-qghada’iyyah, padahal dalam konsep
ketatanegaraan islam, kekuasaan kehakiman memiliki posisi yang sangat
mulia dan harus dijalankan dengan prinsip keadilan (al- ‘adl), amanah, serta
bebas dari intervensi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu
peneliti tertarik untuk meneliti terkait isu pelanggaran kode etik hakim
konstitusi tersebut dengan judul ¢ Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim
Konstitusi : Studi Atas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi Nomor 02/MKMK/1./11/2023”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :



1. Bagaimana bentuk pelanggaran etik dan pengawasan Hakim Konstitusi
dalam Putusan Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor
02/MKMK/L/11/2023 ?

2. Bagaimana pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi perspektif
Siyasah Dusturiyah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan

kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui bentuk pelanggaran etik dan bagaimana

pengawasan hakim konstitusi dalam putusan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 ?

b) Untuk mengetahui bagaimana pengawasan hakim mahkamah
konstitusi dalam memutus keputusan perspektif Siyasah
Dusturiyah?

2+ Kegunaan Penelitian
a) Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat
memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata
Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan
sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b) Kegunaan Praktis



Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peminat

Hukum Tata Negara dan praktisi ketatanegaraan dalam menganalisis

tentang Kode Etik Hakim terhadap pelanggaran Etika dan perilaku

Hakim.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini adalah mengulas dan mereview
beberapa artikel atau penelitian yang berkaitan dengan tema tentang Hakim
Konstitusi dan Pelanggaran Etik. Di antara penelitian yang ditemukan
tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Heriyono dari Fakultas Hukum
Universitas Al-Azhar Indonesia yang berjudul “Urgensi Etika Profesi
Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia’.
Dalam karya ini, Heriyono mencoba menarasikan pentingnya penegakan
kode etik hakim demi terwujudnya hukum yang adil di Indonesia. Heriyono
menyorort fungsi dan penerapan kode etik bagi hakim merupakan pedoman
bagi_hakim “dalam hal penegakan hukum. Dalam penglitian ini juga
disebutkan bahwa etika hakim tidak hanya diterapkan-dalan tugas, namun
harus diimplementasi juga diluar tugas atau dalam arti di kehidupan sehari-
hari. 12

Kedua, adalah artikel jurnal at-Thullab dan ditulis oleh M. Jundi

Rabbani, Cahya Kusumajati, dan Mukhsin Achmad dengan judul

12 Haryono, “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Hukum yang
Berkeadilan Di Indonesia” Ahkan: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (Desember 2022): 14



“Menimplementasi Etika Pejabat MK: Studi Kasus Kepemimpinan Anwar
Usman”  terdapat persamaan dimana penulis juga menelaah dan
menganalisis terkait pelangaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar
Usman, namun perbedaan dari artikel ini adalah penulis menganalisis
implementasi etika kepemimpinan hakim konstitusi Anwar Usman,
sementara peneliti sekarang menganalisis apa saja pelanggaran etik dan
perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman.

Ketiga, adalah artikel jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
ditulis oleh Alaya Rihadatul Aisya, Amelia Intan Safitri, Astri Nuraina, Dkk.
dengan judul “Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam
Penegakan Undang-undang Dasar dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik
Ketua Mahkamah Konstitusi.” Dari penelitian ini membahas peran Majelis
Kehormatan dalam penegakan Undang-undang guna mengatasi kasus
pelanggaran kode etik yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi,
sedangkan penulis lebih menckankan pada bentuk pengawasan hakim
konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Keempat, Artikel yang berjudul “Menyoal Efektivitas Kode Etik
Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan” yang
ditulis oleh Sivana Amanda Diamita Syndo. Dalam tulisannya, Sivana
mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas dalam beberapa
putusan hakim. Berangkat dari permasalahan tersebut, Sivana menjelaskan
bahwa dalam mencapai hukum yang berkeadilan diperlukan moralitas yang

baik dari para aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini hakim.



Moralitas atau kode atik profesi hakim menjadi sangat penting untuk

dipahami secara mendalam, mengingat herneutika moralitas yang sifatnya

batinah yang dalam hal ini memberikan penyadaran tersendiri akan

tanggung jawab profesi yang dimiliki. 3

E. Kerangka Teori

1. Teori Bangalore Principle
The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002 menyatakan bahwa
pada hakikatnya kewajiban hakim untuk menjaga integritas, martabat
dan perilakunya harus dilaksanakan dengan ketegasan dan konsistensi,
baik dalam menjalankan fungsi peradilan maupun di luar konteks
pengadilan, karena hal ini sangat penting untuk mendukung penegakan
hukum dan keadilan.’* Hakim harus selalu menjaga dan memelihara
integritasinya sebagai bentuk kehormatan atau reputasi profesional
dalam menjalankan tugasnya,®® keputusan yang dibuat oleh hakim dan
pertimbangan yang mendasari proses pengambilan keputusan secara

keseluruhan yang tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-

13 Sivana Amanda, “Menyoal Efektifitas Kode Etik Hakim Dalam Mnejaga Marwah
Kualitas Putusan Yang Berkeadilan” , Afkaruna. Jurnal Pemikiran Islam Dan Hukum,no. 1 (2022):
13.

14 Eliseu Raphael Venturi, “Hermeneutika Humanis, Etika Peradilan dan Prinsip Bangalore
: Elemen Peraturan Penataan, “Revista Eletronica Direito e sociedade 8, No. 2 (2020)

15 Raymond Byrne, “Perilaku Peradilan Di Irlandia: Kerangka Kerja yang Sesuai Dengan
Tujuan, Prinsip-Prinsip Bangalore dan Undang-undang Dewan Peradilan 20197, Jurnal Studi
Peradulan Irlandia 6, No.1 (2022).



undangan, tetapi juga pada asas keadilan dan kebijakan sosial
merupakan perwujudan integritas hakim. 1°

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ditentukan
oleh kemampuan aparat-aparat penegak hukum yang ada dalam
lembaga peradilan tersebut. Citra peradilan dinilai melalui putusan-
putusan yang ditetepkan oleh kekuasaan kehakiman sebagai benteng
terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Etika hakim
dalam memutus suatu perkara dituntut untuk memiliki integritas,
kometensi dan perilaku yang sesuai dengan norma yang telah ditentukan
sesuai prosedur hukum. The Bangalore Principle of judical conduct
merupakan prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa
negara dunia sebagai standar kode etik hakim, memiliki prinsip yang
dimaksudkan untuk menetapkan standar perilaku etis hakim, Peraturan
ini dirancang untuk memberikan panduan kepada hakim dan
memberikan kerangka bagi peradilan untuk mengatur perilaku
peradilan, . prinsip-prinsip. ini mengandaikan _bahwa para hakim
bertanggung jawab atas tindakan merekakepada lembaga-lembaga yang
sesuai dibentuk untuk menjaga standar-standar peradilan yang
independen dan tidak memihak dan dimaksudkan untuk melengkapi dan
tidak mengurangi aturan-aturan hukum dan perilaku yang mengikat

hakim. Dalam The Bangalore Principle of Juducial Conduct, terdapat 6

16 Mindaugas Simonis, “Peran Etika Peradilan dalam Administrasi Pengadilan : Dari
Penetapan, tujuan, hingga Implementasi Praktis, “Baltic Journal Of Law and Politics”, (2017)



(enam) prinsip pedoman perilaku peradilan yang mengikat Hakim
Konstitusil’ :
a. Independence (Kemerdekaan Hakim)
Berarti hakim harus bebas dari segala bentuk tekanan, intervensi,
atau pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, pihak berperkara,
media maupun kepentingan pribadi.
b. Impartiality (Ketidakberpihakan)
Kewajiban hakim untuk bersikap netral, tidak memihak, bebas dari
prasangka atau bias dalam menangani perkara. Hakim harus
menghindari konflik kepentingan, gratifikasi atau hubungan khusus.
c. Integrity (Integritas)
Prinsip yang menuntut hakim mempunyai kejujuran, moralitas dan
karakter yang kuat sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh
kepentingan tertentu, mencakup, tidak menyalahgunakan jabatan,
tidak menerima suap atau gratifikasi, menjaga nama baik pribadi dan

lembaga.

d. Propriety (Kepatutan)
Hakim harus berperilaku patut, layak, dan pantas, baik dalam
menjalankan tugas maupun dalam kehidupan pribadi, manjaga sikap

dan tutur kata, menghindari pergaulan yang dapat menciptakan

1" Ignas Riez Bria, | Nyoman Suandika, dan Kadek Dedy Suryana, “Pelanggaran Kode Etik
oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XX1/2023,” Nusantara Hasana Journal, Vol. 4.4 (September, 2024), him. 70.



presepsi buruk, prinsip ini memastikan hakim tidak hanya
berperilaku benar, tetapi juga terlihat pantas di mata publik.

e. Equality (Kesetaraan)
Prinsip ini mengharuskan hakim memperlakukan semua pihak
secara adil, sejajar, dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjamin
akses keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat.

f. Competence and Diligence (Kompetensi dan Ketekunan)
Hakim harus memiliki kemampuan profesional (pengetahuan
hukum, analisis, penulisan putusan), bekerja teliti, tepat waktu, terus
meningkatkan keterampulan melalui pendidikan berkelanjutan.
Hakim yang kompeten dan tekun meningkatkan kualitas putusan

serta kepercayaan publik terhadap peradilan.

Prinsip-prinsip tersebutlah yang menjadi pedoman etika dan perilaku

hakim atau peradilan.*®

The '‘Bangalore Principle of Judicial Conduct yang telah diterima
baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun
“Common Law’’ menjadi rujukan dalam penyusunan kode etik dan
perilaku hakim konstitusi. Adapun dua prinsip yang digunakan pada
penelitian ini yaitu:

a. Prinsip Independensi

18 Hafizatul Umum dan Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik hakim
Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan yang Ditetapkan,” Unizar Law Review, Vol. 6. 2.



Hakim harus bebas dari tekanan, pengaruh eksternal atau konflik
kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini
sangat penting dalam konteks hakim konstitusi yang bertugas
menguji konstitusionalitas undang-undang. Pelanggaran terhadap
kode etik dapat mengarah pada saksi hukum yang dijatuhkan oleh
MK, baik dalam bentuk peringatan, penurunan pangkat, atau bahkan
pemberhentian hakim konstitusi dari jabatannya. Independensi
hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita
negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan
keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin
dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap
perkara, dan terkait erat dengan independensi mahkamah sebagai
institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya.®
Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam
kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri
maupun segbagai institusi dari berbagai _pengaruh. Adapun contoh
penerapannya :
I. Hakim Konstitusi harus menjalankan fungsi judusialnya secara
independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak
pengaruh dari luar berupa bujukan, tekanan, ancaman atau

campur tangan baik langsung maupun tidak langsung,

19 Mellani Mugia Adhita, “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara
Pengujian UU yang memuat Conflict of Interest Pada Putusan MK No 90/PUU-XXI1/023”,
Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral, (2023), hlm. 7-8.



2. Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan
masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa
yang harus diadilinya,

3. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh
lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga
negara lainnya, dan

4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus
independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan
keputusan.

b. Prinsip Imparsialitas (ketidakberpihakan)
Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat
fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan
pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah,
ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan
mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang
terkait dengan perkara. Prinsip ini_melekat dan harus tercermin
dalam™ “proses pemeriksaan “perkara “sampai kepada tahap
pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-
benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak
yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya, adapun

contoh penerapannya :



1. Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa
prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong
pada salah satu pihak.

2. Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam
maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan
para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim
konstitusi dan Mahkamabh.

3. Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas
perkara yang akan, sedang diperiksa atau sudah diputus baik
oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain,
kecuali dalam hal-hak tertentu dan hanya dimaksudkan untuk

memperjelas putusan.?

Meskipun Bangalore Principle of Conduct memuat enam prinsip
dasar yaitu Independen, Ketidakberpihakan, Integritas, Kesopanan,
Kesetaraan, Kompetensi dan Ketekunan. pembahasan dalam tulisan
ini hanya.di fokuskan pada dua prinsip yang dianggap relevan
dengan tema penelitian, yaitu prinsip Independensi dan prinsip
Imparsialitas. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kedalaman
analisis serta kesesuaian dengan fokus penelitian. Selain itu, kedua

prinsip tersebut merupakan prinsip yang secara langsung

2 Peraturan Mahkamah konstitusi “Kode etik dan perilaku hakim konstitusi republic
Indonesia”



berhubungan dengan perilaku hakim konstitusi dalam menangani
perkara, sehingga menjadi aspek yang tepat untuk di analisis secara

mendalam pada konteks penelitian ini.

2. Siyasah Dusturiyah

Sivasah dusturiyah merupakan bagian Figh Siyasah yang membahas
masalah peundang-undangan negara yang dalam hal ini meliputi
konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah
lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi
dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan
tersebut.?!

Permasalahann di dalam figh siyasah dusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh
karena itu di dalam figh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya
membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal
ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama
dan, merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi
kebutuhannya.

Sumber landasan dari siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat

dilepaskan dari dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur’an maupun

hadist. Abdul A’la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan “Suatu
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2 Muhammad Igbal, Kontekstualisme Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm.



dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan
pengaturan suatu negara”.??

Dalam Figh Siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi’. Kata
ini berasal dari bahasa Persia, semula artinya adalah “seseorang yang
memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Setelah
mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang
pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah,
dustur berarti kanmpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja
sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik
yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur
juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya
adalah undang-undang dasar suatu negara.?®

Penelitian ini memanfaatkan teori Bangalore Principle of Judicial
Conduct dan teori Siyasah Dusturiyah sebagai alat analisis utama karena
keduannya memiliki hubungan langsung dengan subjek penelitian, yaitu
pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana dinyatakan
dalam’ Putusan” Majelis’ Kehormatan' Mahkamah™ Konstitusi Nomor
02/MKMK/L/1172023.
Teori Bangalore Principle of Judicial Conduct dipilih karena

merupakan pedoman etika yudisial yang bersifat global dan menjadi

acuan utama untuk menilai perilaku hakim, termasuk hakim konstitusi.

22 H. A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari’ah,” (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 52.

23 Muhammad Igbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...., hlm. 177-178.



Prinsip-prinsip yang ada seperti independensi, ketidakberpihakan,
integritas, kepantasan, kesetaraan, serta kompetensi dan ketekunan,
menjadi dasar yang penting untuk menilai apakah seorang hakim telah
menjalankan fungsinya sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan
kehakiman. Oleh karena itu teori ini relevan untuk menganalisis jenis-
jenis pelanggaran etika oleh hakim konstitusi dan untuk mengevaluasi
kesesuaian pertimbangan serta sanksi yang dikeluarkan oleh MKMK
dari sudut pandang etika yudisial terkini.

Sementara itu, teori siyasah dusturiyyah digunakan untuk
memberikan sudut pandang hukum dalam kerangka tata negara Islam
mengenai isu kekuasaan kehakiman dan etika pejabat publik. Dalam
konsep siyasah dusturiyyah, hakim dianggap sebagai pemegang amanah
kekuasaan yang berkewajiban untuk menegakkan keadilan, menjaga
kemaslahatan masyarakat, dan menghindari segala bentuk
penyalahgunaan wewenang. Pelanggaran etika hakim tidak hanya diliat
sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai pengkhianatan
terhadap amanah dan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama
pemerintah berdasarkan ajaran Islam. Dengan begitu teori ini relevan
untuk menilai pelanggaran etika hakim konstitusi dalam kerangka nilai-
nilai normatif Islam.

Penggunaan kedua teori ini bertujuan untuk menyajikan analisis
yang menyeluruh. Teori Bangalore Principle berfungsi sebagai

pedoman etika yudisial modern, sementara teori siyasah dusturiyyah



memberikan dasar moral dan filosofis dalam konteks hukum Islam.
Dengan pendekatan ini tidak hanya meneliti putusan MKMK dari segi
yuridis etik, tetapi juga menekankan pentingnya etik hakim konstitusi
sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan amanah kekuasaan dalam
kerangka sistem ketatanegaraan.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan yuridis normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue
approach) dan analisis konsep hukum. Metode ini menggunakan
Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam melakukan
penelitian, serta menganalisis konsep-konsep hukum untuk menjelaskan
peristiwa yang terjadi dan menimbulkan permasalahan yang terkait.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini yang
dilakukan "~ dengan_ = mengumpulkan  data, . mendeskripsikan,
mengklarifikasi' dan ‘menganalisis-isu-isu terkait-permasalahan yang
diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya dilakukan
pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa
menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan informasi dari

berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis



normatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach),
peneliti ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) untuk mengeksplorasi gagasan teori tentang
penguatan lembaga etik, khususnya melalui pembentukan pengadilan
etik yang berbasis pada asas-asas peradilan,?* mencari jawaban atas
penelitian hukum yang sedang diteliti.?®
4. Sumber penelitian
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup
ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat. Adapun bahan
hukum yang digunakan menyusun penelitian ini sebagai berikut :
a.  Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023
b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang
Pelaksanaan _Penetapan Kode_ Etik dan Perilaku Hakim
Konstitusi
¢. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Dewan Etik Hakim Konstitusi

24 Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi
Penelitian Hukum”, Jurnal Judicial Review 24, No. 2 (2022)

% Muhaimin, Op. Cit., hlm. 56-57



e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dan
Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang

berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekumder

yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

a. Buku-buku dan artikel-artikel,

b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis, dan

c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data
Penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode analisis normatif
kualitatif. Metode analis normatif merupakan cara menginterpretasikan
dan manganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian
hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan

dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun
secara sistematis dan berkesinambungan. Adapun urutan dan tata letak
masing-masing bab serta pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.



Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam
penelitian yakni teori Bangalore Principle, dan teori siyasah dusturiyah

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan tentang pelanggaran etik
dalam putusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor
02/MKMK/L/11/2023.

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait pengawasan
hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui
pisau analisis Bangalore Principle berdasarkan prinsip independensi,
imparsialitas dan siyasah dusturiyah.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau

rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.



BABYV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023
membuktikan adanya pelanggaran berat kode etik oleh Anwar Usman,
khususnya terkait prinsip independent dan imparsialitas dalam
Bangalore Principle of Judicial Conduct. Pelanggaran tersebut tidak
hanya bersifat administratif, melainkan menyentuh substansi etik
yudisial yang mendasar, yakni kegagalan menjaga jarak etis, adanya
konflik kepentingan, serta tidak dilakukannya mekanisme self-recusual
dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Putusan
MKMK menegaskan bahwa tetap ikut sertanya Anwar Usman dalam
perkara yang sarat konflik kepentingan telah menimbulkan persepsi
keberpihakan yang kuat  di- mata publik:,Persepsi ini pada akhirnya
merusak. kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi
sebagai /pénjaga konstitusi dan pilar utama keadilan konstitusional.
Dengan demikian, pelanggaran imparsialitas dalam perkara ini tidak
hanya berdampak pada individu hakim, tetapi juga berdampak sistemik

terhadap legitimasi institusi peradilan konstitusional.
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2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif
Siyasah Dusturiyah, kekuasaan kehakiman (al-sulthah al-qadha iyyah)
merupakan pilar utama negara yang bertugas menegakkan keadilan dan
kemaslahatan, dengan hakim sebagai pemegang amanah yang
bertanggung jawab secara hukum, moral, dan spiritual. Keberadaan
MKMK dipahami sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan
kehakiman agar tetap berada dalam koridor keadilan dan tujuan hukum
Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan (jalb
al-mashalih wa dar’ al-mafasid). Pengawasan tersebut sejalan dengan
prinsip hisbah, yakni mekanisme kontrol terhadap pejabat publik guna
mencegah penyimpangan kekuasaan. . Dengan demikian, MKMK tidak
hanya berfungsi sebagai lembaga etik modern, tetapi juga
mencerminkan nilai-nilai pengawasan kekuasaan yang dikenal dalam
tradisi ketatanegaraan Islam. Oleh karena itu, pengawasan hakim
konstitusi dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Nomor 02/MKMK/L/11/2023, apabila ditinjau dari perspektif Sivasah
Dusturiyah, telah memenuhi prinsip .dasar pengawasan kekuasaan
kehakiman, yaitu menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan
melindungi kemaslahatan umat. Putusan tersebut sekaligus menjadi
bukti bahwa pelanggaran etik hakim tidak hanya berdampak pada aspek
hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai

moral dan etika ketatanegaraan Islam.



B. SARAN

1.

Saran  Akademis: Penelitian selanjutnya disarankan  untuk
mengembangkan kajian pengawasan hakim konstitusi dengan
memperluas perspektif siyasah dusturiyah, khususnya melalui
pendekatan maqgasid al-syari‘ah dan konsep hisbah, guna menilai
efektivitas pengawasan etik hakim tidak hanya dari aspek kelembagaan,
tetapi juga dari tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dan
kemaslahatan. Pengembangan kajian ini diharapkan dapat memperkaya
diskursus akademik mengenai etika kekuasaan kehakiman dan
memberikan kontribusi konseptual bagi pembaruan sistem pengawasan
hakim di Indonesia.

Saran Praktis: Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat mekanisme
pencegahan konflik kepentingan hakim konstitusi dengan menegaskan
kewajiban pengunduran diri (recusal) secara otomatis dan transparan
dalam setiap perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
pribadi, keluarga, maupun politik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah,
langkah ini merupakan bentuk penjagaan amanah (hifz al-amanah) dan
keadilan (al-‘adl) dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sehingga
pengawasan etik tidak hanya bersifat represif setelah pelanggaran
terjadi, tetapi juga preventif demi menjaga kemaslahatan dan

kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.
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